
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewen€rng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara dan berdasarkan kajian dari lembaga
resmi, perlu dilakukan penyesuaian tunjangan perumahan
dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2OL7 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara sebagaimana telah beberapa kali
diubah teral<hir dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2O2l tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor 61 Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilal
Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
saat ini, sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilal
Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b.

b.

Mengingat : 1.
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4182);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor l8
Tahun 2077 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7
Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2O17 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Penqiam Paser Utara Nomor 19);

Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 61 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Tahun 2O17 Nomor 61) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2021 Nomor 36);

5.

7.
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG
PEI.,AKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 61
Tahun 2Ol7 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2O17 Nomor
61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2Ol7 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2021 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan
tunjangan kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan perorangan dinas; dan
c. belanja rumah tangga.

(2) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD
sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi
Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan setiap
bulan.

(4) Besaran Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yalcni:

a. Ketua DPRD sebesar Rp4O.274.OOO,00 (empat puluh
juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) setiap
bulan; dan
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b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp30.f 20.000,00 (tiga
puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap
bulan.

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas
rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan
belanja rumah tangga.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5

(1) Selain T\rnjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan
T\rnjangan kesej ahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. tunjangan transportasi.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah negara dan perlengkapannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka
kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunj angan
perumahan dalam bentuk uang.

Ttrnjangan perumahan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp20.012.000,00 (dua
puluh juta dua belas ribu rupiah) setiap bulan.

T\rnjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk
uang sebesar Rp13.100.0O0,00 (tiga belas juta seratus
ribu rupiah) setiap bulan.

3. Di Antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(l) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD
yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan
perumahan.

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau
istrinya menjabat sebagai kepala Daerah/wakil kepala
Daerah pada Daerah yang sama tidak diberikan
tunjangan perumahan.

Bag Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi.

(2t

(3)

(41

(21

(3)
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 26 Maret 2024

PJ.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MAKMUR MARBUN

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

,:* DAERAH KABUPATEN PENA.JAM PASER UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12.

S.a-[i[an sesuai dengan aslinya
ARIAT DAERAH

PASER UTARA
Hukum,
I

200604 I 008


